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Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka upaya mewujudkan otonomi yang bertitik berat pada Daerah Tingkat II, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dianggap perlu untuk memantapkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah tingkat II, dengan jalan memperjelas dan memerinci sebagian urusan pemerintahan dibidang perumahan yang telah diserahkan kepada daerah tingkat II ;

b. bahwa penyelenggaraan urusan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 dan Nomor 14 Tahun 1987 dinilai belum secara jelas dan rinci menampung permasalahan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang timbul pada saat ini dan dalam antipasi masa mendatang perlu diwujudkan dan dikembangkan lebih lanjut kelembagaan yang khusus mengurus bidang perumahan dan permukiman yang meliputi tahap : persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengembangan;

c. bahwa untuk melaksanakan otonomi dibidang perumahan dan permukiman secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah tingkat II melibatkan peran serta lintas sektoral dalam koordinasi dan keterpaduan program pembangunan perumahan dan permukiman;

d. bahwa berhubung dengan hal diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengedalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah ;


Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75);

3.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);

4.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);

5.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42);

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 3 Pebruari 1958);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3576);

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3644);

15.  Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

16.  Keputusan Presiden Nomor 37  Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

17.  Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992, tentang Hunian Berimbang, beserta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua BKP4N Nomor 04/KPTS/BKP4N/1995 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Surat Keputusan Bersama Tersebut;

18.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

Memperhatikan
:
1.
Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01 03-Sj/530 tanggal 22 Mei 1995.

2.  Surat Menteri Sosial Nomor A/B-25/VI-95/MS tanggal 27 Juni 1995

3.  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 648/1941/PUOD tanggal 4 Juli 1995.

4.  Hasil Pembahasan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam tahun 1996.

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional yang bertanggungjawab dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penetapan kebijaksanaan umum serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya secara terpadu di bidang perumahan dan permukiman.

2. Menteri yang terkait adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab secara teknis unsur materi masing-masing yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman.

3. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah, badan usaha, koperasi, masyarakat dan pranatanya yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman yang mencakup pembinaan umum penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, pembinaan teknis unsur materi masing-masing yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman serta pembinaan tata pemerintahan; 

4. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

6. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

7. Kawasan Siap Bangun (KASIBA) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiakan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang;

9. Konsolidasi tanah untuk permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan pembinaan keluarga.

11. Rumah sederhana (RS) adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m2, yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m2 sampai dengan 200 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi biaya pembangunan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku, yang meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana tipe kecil, rumah sangat sederhana, dan kaveling siap bangun.

12. Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan maksimum 36 m2 dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi dengan WC, dan ruang serba guna dengan biaya pembangunan per m2 sekitar setengah dari biaya pembangunan per m2 tertinggi untuk rumah sederhana.

13. Rumah menengah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m2 sampai dengan 600 m2 dan biaya pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe C sampai dengan harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 200 m2 sampai dengan 600 m2 dan biaya pembangunan per m2 nya lebih kecil atau sama dengan harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe C yang berlaku, dengan luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan koefisien dasar bangunan dan koefisian lantai bangunan yang diizinkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

14. Rumah mewah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah dengan luas kaveling 54 m2 sampai dengan 2000 m2 dan biaya pembangunan per m2 diatas biaya satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku.

15. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

16. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung kejalan umum;

17. Satuan Rumah Susun Sederhana adalah satuan rumah susun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 45 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satuan pe M2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas C yang berlaku;

18. Satuan Rumah Susun Menengah adalah satuan rumah susun dengan luas lantai 18 m2 sampai 100 m2 dan biaya pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas C sampai dengan harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas A yang berlaku;

19. Satuan Rumah Susun Mewah adalah satuan rumah susun dengan biaya pembangunan per m2 diatas harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas A yang berlaku dengan luas lantai bangunan lebih dari 100 m2;

20. Izin Lokasi (IL) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah penataan bangunan perumahan dan permukiman yang tepat sesuai dengan peraturan bangunan yang telah disahkan dan diberikan izin perencanaannya kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat dalam rangka memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

22. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk mendirikan bangunan rumah secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 dan yang telah memperoleh izin perencanaannya.

23. Izin Membangun Prasarana (IMP) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyiapkan dan mematangkan tanah secara pisik agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumahnya, pembangunan jalan dan saluran air hujan/ limbah sesuai dengan ketentuan yang ada.

24. Izin Galian Bawah Tanah (IGBT) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan untuk melakukan galian bawah tanah yang akan digunakan untuk pembangunan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memiliki IMB dan atau IMP.

25. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasi yang ada.

26. Izin Layak Huni (ILH) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun dengan sah untuk hunian yang telah memenuhi persyaratan layak teknis, ekologis dan administrasi.

27. Izin Promosi (IPRO) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman untuk menawarkan penjualan bakal produksinya berupa rumah hunian yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah dimilikinya, seperti ILH, IPB, IMB, lzin Perencanaan dan Surat Peralihan Hak (SPH) atas tanahnya.

28. Izin Pemanfaatan Prasarana (IPP) adalah izin diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk memanfaatkan prasarana yang belum atau sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan teknis prasarana tersebut yang ditetapkan oleh instansi teknis.

29. Izin Penghunian (IP) adalah izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiliki/ dilengkapi dengan IPB/ILH.

30. Izin Penghunian Oleh Bukan Penghuni (IPBP) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menggunakan/mengelola rumah huniannya untuk ditempati oleh pihak lain atas dasar perjanjian sewa menyewa rumah atau bagian rumah, berdasarkan IP dan ILH yang dimilikinya.

31. Izin Menghapus Bangunan (IHB) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk merobohkan dan menghapus bangunan rumah hunian sesuai dengan ketentuan yang ada.

32. Tanda Bukti Pemilikan Rumah adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka menjamin kepastian hak pemilik rumah yang terdiri/memuat salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah, data perumahan dan gambar denah rumah.

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup

Pasal 2 

Hal -hal yang diatur dalam Pedoman ini meliputi :

a. Rincian kegiatan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat II;

b. Pembinaan, dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Pertama

Rincian Kegiatan

Pasal 3
Sebagian Urusan pemerintahan di bidang perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 dan Nomor 14 Tahun 1987 sepanjang menyangkut perumahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.C angka 5 dan 6 dirinci lebih lanjut sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, meliputi:

1.  Penyusunan rencana induk pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RIP4D), dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah serta dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan strategi nasional dan daerah dibidang perumahan dan permukiman.

2.  Penyusunan rencana dan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah tingkat II secara terpadu, terutama program pembangunan rumah sederhana, rumah sewa dan rumah susun bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

3.  Pendataan (informasi dan dokumentasi) terhadap rumah, tanah sebagai alas rumah termasuk kelengkapan perumahan dan permukiman, serta pembuatan tanda bukti pemilikan rumah, termasuk bagian-bagian satuan rumah susun.

4.  Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi rencana dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman.

5.  Pemantauan, pengawasan, penilaian dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan termasuk pemilikan rumah-rumah dan pemilikan rumah dan rumah susun oleh orang asing, pemeliharaan, penghapusan dan pengembangan.

6.  Penyelenggaraan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dalam rangka mengantisipasi dan memperkecil dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pembangunan perumahan dan permukiman.

7.  Pemberian rekomendasi yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman serta informasi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

8.  Pelayanan perizinan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi : 

a. Perizinan pada tahap penyediaan tanah; 

1. izin lokasi

2. rencana tata bangunan dan lingkungan/RTBL (izin perencanaan).

b. Perizinan pada tahap pembangunan  

1.  izin mendirikan bangunan (IMB)

2.  izin membangun prasarana (IMP)

3.  izin galian bawah tanah (IGBT)

4.  izin menghapus bangunan (IHB) 

c. Perizinan pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan: 

1. izin penggunaan bangunan (IPB)

2. izin layak huni (ILH)

3. izin promosi (IPRO)

4. izin pemanfaatan prasarana (IPP)

5. izin penghunian (IP)

6. Izin penghunian oleh bukan penghuni (IPBP)

9.  Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan hunian kumuh dan melakukan peremajaan lingkungan.

10.  Koordinasi pengaturan dan penyelesaian sengketa hunian dan sewa menyewa perumahan untuk hunian, berdasar ketentuan yang ada.

11.  Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan sekaligus membuat program pelaksanaan pemeliharaannya.

12.  Pembinaan terhadap :  

a. badan usaha pembangunan dan badan usaha jasa profesional bidang perumahan dan permukiman;

b. penyelenggara pengelolaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri dengan menerapkan pola lingkungan hunian yang berimbang;

c. peran serta masyarakat yang dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama antara lain dengan menerapkan pola pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok dan penyediaan rumah melalui koperasi.

13.  Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat mendukung program pembangunan perumahan dan permukiman terpadu yang meliputi antara lain : 

a. konsolidasi tanah permukiman oleh masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepas hak atas tanahnya.  

b. penggunaan bahan bangunan yang tepat guna dan berkualitas;

c. rumah susun;

d. pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok masyarakat;

e. rumah dan lingkungan yang sehat dan asri;

f. pembinaan dan pengembangan industri bahan bangunan (industri kecil);

g. pembinaan dan pengembangan pembiayaan secara bersama/ kooperatif/ arisan.

h. perlindungan konsumen perumahan khususnya golongan berpenghasilan rendah

Bagian Kedua

Organisasi pelaksanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman sebagai urusan rumah tangganya berdasar ketentuan dalam keputusan ini.

(2) Pemerintah Daerah Tingkat II, sesuai dengan kemampuan, keadaan dan kebutuhan, melakukan penyempurnaan tugas, fungsi dan peran lembaga otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 5

(1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keputusan ini dilakukan oleh Menteri;

(2) Pembinaan tata pemerintahan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keputusan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;

(3) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini dilakukan oleh Menteri yang terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan 

Pasal 6 

Pengawasan atas pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 putusan ini dilakukan oleh Menteri dan Menteri yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang terkait dan/atau Menteri.

Pasal 8 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 20 Agustus 1996

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

Selaku

KETUA BADAN KEBIJAKSANAAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

Ttd.

Ir. Akbar Tandjung
